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ABSTRAK :  bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan dan penggunaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 yang lebih tertib dan 

bertanggung jawab pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, perlu 

ditunjuk  Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat 

Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Petugas Pengelolaan Administrasi 

Belanja Pegawai; 

bahwa personil yang nama, golongan dan jabatannya tercantum dalam Keputusan 

ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna 

Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara 

Pengeluaran dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai. 

                                     Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Purworejo ini adalah : 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109);Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6735);Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5423);Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 63);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236);Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara 

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

178/PMK.05/2018;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang 

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;Peraturan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran Atas 

Beban APBN sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011;Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 459/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Penunjukan dan 

Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana 

Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan 

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 

Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 

 

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo 

Nomor 1/HK.03.2/3306/2022 diatur tentang : 

Menetapkan 1. Menunjuk dan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat 

Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 

Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Pada Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 2. Nama Pejabat sebagaimana 

dimaksud tercantum dalam lampiran keputusan 3. Pejabat sebagaimana dimaksud 

melaksanakan tugas sampai dengan 31 Desember 2022 3. 4. Segala biaya yang 

timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 

Nomor: SP DIPA-076.01.2.657469/2022 tanggal 17 November 2021 

 

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 

tanggal 4 Januari 2022. 

- Lampiran 3 halaman. 

  

 


